
 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT  

NOMOR   19  TAHUN 2011 

 

TENTANG 

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA BARAT, 
  

Menimbang :  a.  bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dapat menyediakan atau 

memfasilitasi menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah baik yang 

bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki atau dikuasai dengan tidak 

mengubah status kepemilikan barang daerah untuk kepentingan masyarakat; 

b. bahwa penggunaan/pemanfaatan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dipungut retribusi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 

huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

22..  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  2277  TTaahhuunn  22000000  tteennttaanngg  PPeemmbbeennttuukkaann  PPrroovviinnssii  

KKeeppuullaauuaann  BBaannggkkaa  BBeelliittuunngg  ((LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubblliikk  IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  

22000000  NNoommoorr  221177,,  TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubblliikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  

44003333));;  

33..  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukkan Kabupaten 

Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan 

Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);  

44..  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  

55..  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);   

66..  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438);  

 

  



 

 

77..  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 5049);  

88..  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737);  

99..  PPeerraattuurraann  PPeemmeerriinnttaahh  NNoommoorr  5588  TTaahhuunn  22001100  tteennttaanngg  PPeerruubbaahhaann  aattaass  

PPeerraattuurraann  PPeemmeerriinnttaahh  NNoommoorr  2277  TTaahhuunn  11998833  tteennttaanngg  PPeellaakkssaannaaaann  KKiittaabb  

UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  HHuukkuumm  AAccaarraa  PPiiddaannaa  ((LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubblliikk  IInnddoonneessiiaa  

TTaahhuunn  22001100  NNoommoorr  9900,,  TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubblliikk  IInnddoonneessiiaa  

NNoommoorr  55114455));;  

1100..  Peraturan Daerah Kabupaten Bangka  Barat  Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 

Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);  

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT  

dan  

BUPATI BANGKA BARAT 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN 

KEKAYAAN DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat. 

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi 

Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang 

berlaku. 

6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan 

Terbatas, Perseroan Komenditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 

Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, 

Perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang 

sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan 

Usaha lainnya. 

7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 

Jasa Usaha adalah pembayaran atas pelayanan jasa dan 

pemakaian/menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah. 

8. Jasa Usaha adalah Jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah 

Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

 

 



 

 

 

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 

tertentu. 

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan dan fasilitas 

jasa dari Pemerintah Daerah. 

11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 

retribusi yang terutang. 

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 

daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah untuk 

melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 

dan atau denda. 

15. Kekayaan Daerah adalah barang yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah 

Daerah baik bergerak maupun barang tidak bergerak. 

16. Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan 

atau yang dikuasai daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak 

beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang 

dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan 

tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.  

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan daerah dan retribusi daerah. 

18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 

di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 

 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 
 

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi 

sebagai Pembayaran atas pemakaian/menggunakan/memanfaatkan kekayaan 

Daerah. 

 

Pasal 3 
 

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan 

daerah. 

(2) Dikecualikaan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah 

fungsi dari tanah tersebut. 

 

 



 

 

 

Pasal 4 
 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi  atau  badan yang 

pemakaian/menggunakan/memanfaatkan Kekayaan Daerah. 

 

 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 
 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa 

Usaha. 
 

 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 
 

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jenis dan jangka waktu 

pemakaian/menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah. 

 

 

BAB V 

PRINSIP DAN SASARAN  

DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI  

Pasal 7 
 

(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 

Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang 

layak.  

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut 

dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

 

 

BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 8 
 

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan 

dan jangka waktu pemakaian. 

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Wilayah 

Daerah dan sekitarnya. 

(3) Struktur dan besarnya tarif pemakaian kekayaan daerah sebagaimana 

terlampir pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 

(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(6) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 9 
 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berlaku dan dipungut di dalam 

wilayah Daerah.    
 

 

BAB VIII 

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN 

Pasal 10 
 

(1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah 

lainnya yang dipersamakan. 

(3) Dokumen lain dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)   berupa 

karcis dan nota  perhitungan.  

(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 

 

Pasal 11 
 

(1) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 disetor 

ke Kas Daerah. 

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, akan diatur 

lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

 

 

Pasal 12 
 

(1) Pembayaran retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus. 

(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak 

diterbitkannya SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan. 

 

 

BAB IX  

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 13 
 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua) 

persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan 

ditagih dengan menggunakan STRD. 

 

 

BAB X  

PENAGIHAN 

Pasal 14 
 

(1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan 

menggunakan STRD. 

(2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. 

(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

 

 

 



 

 

BAB XI  

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI  

YANG KEDALUWARSA 

Pasal 15 
  

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, 

kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tertangguh jika: 

a.  diterbitkan Surat Teguran; atau 

b.  ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung 

maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 

Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan 

masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada 

Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan 

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 

Wajib Retribusi. 

 

Pasal 16 
 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah 

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada  ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB XII 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  

PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 17 
 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 

retribusi. 

(2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan dan 

kegiatan yang bersifat sosial. 

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati.  

  

BAB XIII 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 18 
 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. 

 

 



 

 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a.  menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah 

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 

c.  meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang Retribusi Daerah; 

e.  melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 

pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 

bahan bukti tersebut; 

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi 

Daerah; 

i.  memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

j.  menghentikan penyidikan; dan/atau 

k.  melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 

melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  

 

 

BAB XIV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 19 
 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 

merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) 

bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi 

terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. 

 

BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 
 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah yang 

mengatur tentang Retribusi Pemakaian Aset Kekayaan Daerah   Nomor 9 

Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 

Nomor 2 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut 

dalam Peraturan Bupati.  

 

 

 



 

 

 

 

Pasal 21 
  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak  tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Bangka Barat. 

 

                                                                               

Ditetapkan di Muntok 

pada tanggal  18 Agustus 2011 

 

BUPATI BANGKA BARAT, 

 
            cap/dto 

 

Ust.H.ZUHRI M.SYAZALI 

 

Diundangkan di Muntok 

pada tanggal  18  Agustus 2011 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA BARAT, 

 

          cap/dto 

 

RAMLI  NGAD JUM 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2011  NOMOR  11  SERI C  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  
 

LAMPIRAN  PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

 BANGKA BARAT  

 NOMOR   19  TAHUN  2011 

 TANGGAL  18 Agustus 2011     

 

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

KABUPATEN BANGKA BARAT 

 

NO JENIS KEKAYAAN DAERAH 

 

BESARAN 

RETRIBUSI 

KETERANGAN 

1. Com pressor Rp. 125.000,00 Per jam 

2. Vibratory roller  Rp. 150.000,00 Per jam 

3. Handstamper  Rp. 150.000,00 Per jam 

4. Amrol truck  Rp. 400.000,00 Per hari 

5.  Truck Rp. 700.000,00 Per hari 

6. Welding set  Rp.   50.000,00 Per jam 

7. Gedung tempat pertemuan Rp. 500.000,00 Per hari 

8. Gedung tempat pendidikan Rp. 750.000,00 Per hari 

9. Kursi   Rp.        300,00 Per buah per hari 

10.  Tenda 6 x 6 m Rp.  250.000,00  Per hari 

11. Tracktor pertanian Rp.  200.000,00 Per jam 

12. 

 

 

 

 

 

 

Jasa Peralatan Berat dan Alat Mobilisasi Pada 

Dinas Pekerjaan Umum 

A. Trailer 

B. Exavator 

C. Bulldozer 

D. Whell Loader 

E. Motor Grader 

F. Dump Truck 

 

 

 

Rp.   55.000,00  

Rp. 250.000,00 

Rp. 200.000,00 

Rp. 350.000,00 

Rp. 275.000,00 

Rp.   40.000,00 

 

 

Per kilometer 

Per jam 

Per jam 

Per jam 

Per jam 

Per 7 kilometer 

13. Jasa Unit Laboratorium Pada Dinas Pekerjaan 

Umum Jasa Penelitian dan Pengembangan 

Bidang Bahan dan Perkerasan Jalan 

A. Pemeriksaan Bahan Aspal di Laboratorium 

1. Aspal Keras 

- Titik Nyala 

- Berat Jenis 

2. Campuran Beraspal 

- Ektraksi (teknis) 

- Kadar aspal 

- Analisa saringan 

3. Agregat Kasar Untuk Campuran Beton, 

Aspal dan Semen 

- Analisa Saringan 

- Bera Jenis dan Penyerapan 

- Berat Isi 

- Abrasi 

4. Agregat Halus Untuk Campuran Beton, 

Aspal dan Semen 

- Analisa Saringan 

- Berat Jenis dan Penyerapan 

- Berat Isi 

 

 

 

 

 

 

 

Rp.    35.000,00  

Rp.    31.000,00  

 

Rp.  175.000,00  

Rp.    50.000,00  

Rp.    38.500,00  

 

 

Rp.    45.000,00  

Rp.    45.000,00  

Rp.    45.500,00  

Rp.    45.000,00  

 

 

Rp.    45.000,00  

Rp.    45.000,00  

Rp.    45.500,00  

 

 

 

 

 

 

Per sampel 

Per sampel 

 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

 

 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

 

 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

  

NO JENIS KEKAYAAN DAERAH 

 

BESARAN 

RETRIBUSI 

KETERANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

5. Rencana Campuran Aspal dan Semen 

- Analisa Saringan Agregat Kasar (2 unit) 

- Analisa Saringan Agregat Halus (2 unit) 

- Berat Jenis dan Penyerapan Agregat 

Kasar 

- Berat Jenis dan Penyerapan Agregat 

Halus 

- Berat Isi 

- Berat Jenis Aspal 

- Abrasi 

- Briket Marshall (15 benda uji) 

6. Rencana Campuran Agregat untuk Base 

dan Sub Base 

- Analisa Saringan 

- Berat Jenis dan Penyerapan 

- Berat Isi 

- Abrasi 

- Atterberg Limit 

- Pemadatan dan Modified 

- CBR Modified 

7. Tanah untuk Sub Base 

- Analisa Saringan 

- berat jenis  

- Atterberg Limit 

- Pemadatan Standart 

- CBR Standart 

 

B. Pengujian Perkerasan di Lapangan 

1. California Bearing Ratio (CBR) dengan 

Dynamic Cone Penetrometer (DCP) 

2. Pengambilan Sampel Inti (Core Drill) 

3. Kepadatan dengan Sand Cone 

 

Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang 

Geoteknik Jalan 

A. Pengujian Tanah di Laboratorium 

1. Indeks Properties 

- Analisa Saringan 

- Atterberg Limit 

- Berat Isi 

- Berat Jenis Tanah 

- Kadar Air 

2. Soil Compaction 

- Pemadatan Standart 

- Pemadatan Modified 

- CBR Standart Soaked 

- CBR Standart Unsoaked 

- CBR Modified Soaked 

- CBR Modified Unsoaked 

3. Mechanical Properties (Sifat teknis) 

- Pemadatan Standart 

- Pemadatan Modified 

- CBR Standart Soaked 

 

 

Rp.    90.000,00  

Rp.    90.000,00  

Rp.    90.000,00  

 

Rp.    90.000,00  

 

Rp.  180.000,00  

Rp.    31.000,00  

Rp.    45.000,00  

Rp.  450.000,00  

 

 

Rp.    45.000,00  

Rp.    45.000,00  

Rp.    45.000,00  

Rp.    45.000,00  

Rp.    35.000,00  

Rp.    85.000,00  

Rp.  110.000,00  

 

Rp.    45.000,00  

Rp.    35.000,00  

Rp.    35.000,00  

Rp.    45.000,00  

Rp.  105.000,00  

 

 

Rp.    40.000,00  

 

Rp.    80.000,00  

Rp.    45.000,00  

 

 

 

 

 

Rp.    45.000,00  

Rp.    35.000,00  

Rp.    35.000,00  

Rp.    45.000,00  

Rp.    10.000,00  

 

Rp.    45.000,00  

Rp.    85.000,00  

Rp.    50.000,00  

Rp.    40.000,00  

Rp.    60.000,00  

Rp.    50.000,00  

 

Rp.    35.000,00  

Rp.    30.000,00  

Rp.    65.000,00  

 

 

Per paket 

Per paket 

Per paket 

 

Per paket 

 

Per paket 

Per paket 

Per paket 

Per paket 

 

 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

 

 

Per titik 

 

Per titik 

Per titik 

 

 

 

 

 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

 

 
  

  

  

  



 

 

  

NO JENIS KEKAYAAN DAERAH 

 

BESARAN 

RETRIBUSI 

KETERANGAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pengujian Tanah dan Batuan di Lapangan 

1. CBR Lapangan (Field CBR) 

2. Dynamic Cone Penetrometer 

3. Kepadatan dengan Sand Cone 

4. Sondir 

5. Pengambilan Contoh dengan Tabung 

6. Pemboran Tangan 

7. Pengukuran Situasi 

8. Pemetaan Geoteknik 

 

Jasa Pengujian dan Pengembangan Bidang 

Jembatan dan Bangunan Jalan 

A. Pengujian Bahan di Laboratorium  

1. Pengujian Kasar untuk Campuran Beton 

Semen 

- Analisa Saringan 

- Berat Jenis dan Penyerapan 

- Berat Isi 

- Abrasi 

- Lolos Saringan Nomor 200 

 

2. Analisa Saringan 

- Berat Jenis Agregat dan Penyerapan 

- Berat isi 

- Organic impurities 

 

3. Rencana Campuran Beton (20 benda uji) 

 

B. Pengujian Beton dan Jembatan 

1. Hammer tes 

2. Kuat Tekan Tes Kubus  

 

 

Rp.    59.000,00  

Rp.    40.000,00  

Rp.    45.000,00  

Rp.  220.000,00  

Rp.    40.000,00  

Rp.    75.000,00  

Rp.  239.000,00  

Rp.  239.000,00  

 

 

 

 

 

 

Rp.    45.000,00  

Rp.    45.000,00  

Rp.    45.000,00  

Rp.    45.000,00  

Rp.    45.000,00  

 

Rp.    45.000,00  

Rp.    45.000,00  

Rp.    45.000,00  

Rp.    75.000,00  

 

Rp.   592.000,00  

 

 

Rp.    87.500,00  

Rp.    20.000,00  

 

 

Per  titik 

Per  titik 

Per  titik 

Per  titik 

Per sampel 

Per meter 

Per hektar 

Per hektar 

 

 

 

 

 

 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

Per sampel 

 

Per paket 

 

 

Per titik 

Per sampel 

 

 16. Ploter Rp.   300.000,00  

 

Per jam 
17. GPS Rp.     50.000,00  

 

Per jam 
18. Boats (Perahu Karet) Rp.   250.000,00 Per jam 
19. Mikroskop (2 unit) Rp.   200.000,00 Per jam 
20. Tenda (2 x 1 m) Rp.     50.000,00  

 

Per hari 

21. Teropong (2 unit) Rp.     50.000,00  

 

Per jam 

  

                                                                               

BUPATI BANGKA BARAT, 

 
          cap/dto 

 

Ust.H.ZUHRI M.SYAZALI 

  

  

  

  

  

  
        

 

 


